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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan 

internet financial reporting oleh pemerintah daerah. 

2. Pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap keteraksesan internet 

financial reporting oleh pemerintah daerah. 

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap keteraksesan internet financial 

reporting oleh pemerintah daerah. 

4. Opini audit tidak berpengaruh terhadap keteraksesan internet financial 

reporting oleh pemerintah daerah. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada akhir tahun 2022 sampai 

awal tahun 2023. Data yang digunakan dalam keteraksesan internet 

financial reporting oleh pemerintah daerah antara lain komponen LKPD 

(Neraca, LRA, LAK dan CALK) dan APBD tahun 2021. Pada waktu 

dilakukan pencarian data penelitian, beberapa pemerintah kabupaten dan 

kota sudah tidak menyediakan APBD tahun 2021, yang tersedia APBD 
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tahun 2022 bahkan ada beberapa pemerintah kabupaten dan kota yang 

sudah menyediakan APBD tahun 2023. Oleh sebab itu, peneliti 

memberikan nilai 0 untuk indikator jika terdapat komponen APBD pada 

keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah sebab 

sudah tidak ada APBD tahun 2021. 

2. Ketika mengakses website pemerintah kabupaten dan kota dipengaruhi 

oleh jaringan internet. Ketika jaringan internet terganggu, website sulit 

diakses tetapi ketika jaringan internet tidak terganggu, website bisa 

diakses. Peneliti berusaha mencoba mengakses kembali beberapa kali 

website pemerintah kabupaten dan kota bahkan juga pada hari yang 

berbeda. Hal ini memungkinkan berkurangnya sampel penelitian jika 

website pemerintah daerah tidak dapat diakses. Dapat juga menyebabkan 

pemberian nilai keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah 

daerah akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

3. Ada data jumlah penduduk kabupaten dan kota tahun 2021 yang diperoleh 

dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2021. Ada 

pula data jumlah penduduk kabupaten dan kota tahun 2021 yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun ada beberapa data jumlah 

penduduk kabupaten dan kota tahun 2021 yang disediakan BPS 

merupakan data proyeksi interim sensus penduduk 2020.  

4. Tidak semua komponen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu 

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) 

dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan APBD terdapat di menu 
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transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contoh, Kabupaten 

Gorontalo mempublikasikan komponen laporan keuangan pada menu 

IPKD. Kabupaten Bone mempublikasikan komponen laporan keuangan 

pada menu informasi kemudian pilih keuangan. Kota Jambi 

mempublikasikan komponen laporan keuangan pada menu PPID lalu pilih 

informasi berkala. Ketika membuka website pemerintah daerah tidak teliti 

maka dapat menyebabkan penilaian mengenai keteraksesan internet 

financial reporting oleh pemerintah daerah menjadi tidak tepat. 

5. Ada 8 data total aset, total utang dan total ekuitas tahun 2021 yang 

diperoleh dari pencarian di google dikarenakan website pemerintah daerah 

belum mempublikasikan neraca tahun 2021. Hasil ini dikarenakan tidak 

ditemukannya neraca pada website pemerintah daerah. Sebagai contoh 

Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peneliti mencoba mencari di google 

dengan mengetik neraca Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 

2021. Ditemukanlah neraca pada pencariaan google dan ketika di klik 

muncul link https://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-

data/uploads/filekeuangan/Kabupaten%20kepulauan%20Mentawai/file20

21Kabupaten%20kepulauan%20Mentawai.pdf. Peneliti tetap menjadikan 

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai sampel penelitian karena 

diperoleh data total aset, total utang dan total ekuitas tahun 2021 walaupun 

pada indikator terdapat komponen LKPD (Neraca, Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK)) pada variabel keteraksesan Internet Financial 
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Reporting (IFR) diberi nilai 0 karena di website Kabupaten Kepulauan 

Mentawai tidak menyediakan komponen LKPD (Neraca, Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CALK)).  

 

5.3. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya berdasarkan 

keterbatasan penelitian: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan periode penelitian 

sehingga tidak ditemukan kendala sudah tidak tersedia APBD sesuai 

periode penelitian karena website pemerintah daerah sudah mengunggah 

APBD tahun terbaru. Selain itu juga diperoleh data jumlah penduduk yang 

sesungguhnya, bukan data proyeksi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan membuka website pemerintah daerah 

tidak hanya satu kali. Tetapi berulang-ulang atau mencoba membuka 

kembali pada hari yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan jaringan 

internet mempengaruhi akses website pemerintah daerah. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan ketika mencari data mengenai komponen 

LKPD dan APBD tidak hanya pada menu transparasi. Peneliti selanjutnya 

diharapkan dengan teliti membuka semua menu yang ada di website 

kabupaten dan kota pemerintah daerah sehingga diperoleh komponen 

LKPD dan APBD. Dari pencarian data yang sudah dilakukan peneliti, 

kebanyakan komponen LKPD dan APBD diperoleh pada menu PPID. 
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4. Ketika peneliti selanjutnya mencari data mengenai total aset, total utang 

dan total ekuitas pemerintah daerah kabupaten dan kota, tidak hanya 

mengandalkan data dari website pemerintah daerah. Peneliti dapat mencari 

pada pencarian google. 

5. Bagi pihak pemerintah daerah, diharapkan memberikan informasi 

mengenai laporan keuangan pemerintah daerah agar masyarakat dapat 

melihat kinerja pemerintah daerah walaupun sudah ada hasil pemeriksaaan 

dari BPK. 
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